DAFTAR INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI BERKALA
BENTUK INFORMASI
PENANGGUNGJAWAB WAKTU DAN TEMPAT JANGKA WAKTU
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI YANG TERSEDIA LINK DOKUMEN
PEMBUATAN INFORMASI PEMBUATAN (Softcopy/Hardcopy) PENYIMPANAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 |[Daftar Informasi Publik Berisi tentang informasi publik| Subbagian Perencanaan, Subbagian (Benteng, 2 Maret 2026 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku https://ppid.kepulauanselayarka
Inspektorat Daerah yang tersedia secara berkala dan Administrasi Umum dan b.go.id/FdnROUGPZZ2A25Tk3UFd

sctiap saat yang ada di| Kepegawaian, Subbagian Analisis, GR2VOMVN2QT09
Inspektorat Daerah Tindak Lanjut dan Evaluasi

2 |Rencana Kerja dan Dokumen perencanaan dan Subbagian Perencanaan Benteng, 12 November 2025 Softcopy dan Hardcopy [Selama Berlaku Hingga |https://ppid.kepulauanselayarka
Anggaran (RKA) penganggaran yang berisi program S Tahun setelah masa  [b.go.id/FSHFVbmVUbk1iT1IRPVO
Inspektorat Daerah Tahun dan  kegiatan Satuan Kerja| berlaku habis VET3RFTYSEUTOS
2026 Perangkat Daerah yang

merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan rencana strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang|
bersangkutan dalam satu tahun
anggaran, serta anggaran yang
diperlukan untuk
melaksanakannya.

3 |Dokumen Pelaksanaan Memuat rincian pendapatan dan Subbagian Perencanaan Benteng, 12 Januari 2026 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga |https://ppid.kepulauanselayarka
Anggaran (DPA) rincian belanja serta target, S5 Tahun setelah masa  |b.20.id/FOXRtMnM10URyckxFZE
Inspektorat Daerah Tahun output, indikator setiap uraian berlaku habis SyRXZwUVU22209
2026 subkegiatan yang  digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran

4 |Dokumen Pelaksanaan Memuat rincian pendapatan dan Subbagian Perencanaan Benteng, 7 Mei 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga [https://opid.kepulauanselayarka
Anggaran (DPA) rincian belanja serta target, 5 Tahun setelah masa  |b.go.id/FcWtUOWNxdDIaTGhsYz
Pergeseran Inspektorat, output, indikator setiap uraian berlaku habis YyZlpqciZauTo3
Daerah Tahun 2025 subkegiatan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan olch
pengguna anggaran
S |Keputusan Bupati Memuat program kerja pembinaan Subbagian Perencanaan Benteng, 2 Januari 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga |https://ppid.kepulavanselayarka

Kepulauan Selayar Nomor|
43/1/Tahun 2025 tentang

Program Kerja
Pengawasan Tahunan
Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2025

dan pengawasan meliputi kegiatan
pengawasan (audit, reviu,
monitoring, evaluasi, sosialisasi,
konsultansi dan pendampingan);
Unit Kerja pengawasan, Lokasi
Pengawasan, Waktu Pengawasan,
Komposisi Tim, Jumlah Anggaran
dan Outpu Laporan.

S Tahun setelah masa
berlaku habis

b.go.id/FRFZ3INXFadTBGROIOYnh

VUTdSZnVId209




BENTUK INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB WAKTU DAN TEMPAT JANGKA WAKTU
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI YANG TERSEDIA LINK DOKUMEN
PEMBUATAN INFORMASI PEMBUATAN (Softcopy/Hardcopy) PENYIMPANAN

6 |Laporan Penyelenggaraan Mengambarkan kinerja urusan Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga |https://ppid.kepulauanselayarka
Pemerintahan Daerah yang ditangani dengan 31 Januari 2025 5 Tahun setelah masa  |b.go.id/FOGVNazdPVmY1K2kAQ
(LPPD) Inspektorat Daerah menetapkan Indikator Kinerja berlaku habis 1A0RUSIb3NMZ209
Tahun 2024 Kunci (IKK) Inspektorat Daerah

selama 1 (satu) tahun anggaran
berdasarkan Rencana Kerja)
Pembangunan Daerah yang
disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada Pemerintah Pusat.

7 |Laporan Ketcrangan Menggambarkan  laporan  yang Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga [httos://ppid kepulauanselayarka
Pertanggungjawaban disampaikan oleh Pemerintah 31 Januari2025 S Tahun setelah masa  |b.0.id/FNGISSiRwciBRN1paa2s1
(LKPj) Inspektorat Daerah Daerah kepada Dewan Perwakilan berlaku habis WXpVbWFYdz09
Tahun 2024 Rakyat Daerah yang memuat hasil

penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menyangkut|
pertanggungjawaban kinerja yang|
dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran

8 |Laporan Akuntabilitas Media pertanggungjawaban Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy dan Hardcopy [Selama Berlaku Hingga |https://ppid kepulauanselayarka
Kinerja Instansi pelaksanaan tugas pokok dan 31 Januari 2025 S Tahun setelah masa  |b.go.id/FZFRIVINKRGZnRkQwNX
Pemerintah (LAKIP) fungsi Inspektorat Daerah atas berlaku habis pKUIYwdkU4dz03
Inspcktorat Daerah Tahun pengelolaan anggaran dan
2024 pelaksanaan Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan
selama 1 (satu) tahun

9 |Perjanjian Kinerja| 1. Wujud nyata komitmen antara) Subbagian Perencanaan Benteng, 2 Januari 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga |https//opid.kepulavanselayacka
(Perjakin) Inspektorat penerima dan pemberi amanah 5 Tahun setelah masa  |b.go.id/FeTR6dVNvckNVR2QrW

Daerah Tahun 2025

untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan|
kinerja Aparatur;

Menciptakan tolok ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;

. Dasar penilaian keberhasilan/

kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;

. Dasar penilaian keberhasilan/

kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;

Dasar dalam penctapan sasaran
kinerja pegawai

berlaku habis

mYxNUhKQjFEZ209




10

Rancangan Akhir Renja
Inspektorat Daerah Tahun
2025

Dokumen  perencanaan  yang;
bersifat teknis operasional dan
merupakan penjabaran teknis dari
Renstra Perubahan Inspektorat
Dacrah Kabupaten Kepulauan|
Selayar dalam aspek perencanaan|
pembangunan dacrah, yang|
memuat Kebijakan, Program-
Program dan Kegiatan indikatif]
Inspektorat Daerah selama tahun
berjalan sesuai Tugas Pokok dan

Subbagian Perencanaan

Benteng, 31 Juli.2024

Softcopy dan Hardcopy

Selama Berlaku Hingga
S Tahun setelah masa
berlaku habis

https //ppid.kepulauanselayarka
b.go.id/FSIIT29UUIRIUOV|ZUNP]
123Qlc0UT09

Fungsi Inspektorat
11 |SoP tentang Pengukuran data kinerja Subbagian Perencanaan Benteng, 04 Oktober 2024 Softcopy dan Hardcopy [Selama Berlaku Hingga https://ppid kepulauanselayarka
Alur/Mekanisme merupakan aspek penting dalam 5 Tahun setelah masa  |b.go.id/FdHdgbXdyeldvalBTOXd
Pengumpulan Data Kinerja manajemen organisasi, dan berlaku habis XOWNhTUxKdz09
pengukuran  kinerja  menjadi
instrumen utama untuk menilai
efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan|
program dan kegiatan
12 |SK PPTK Inspektorat Memuat penetapan PPTK serta Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku hutps://ppid.kepulauanselayarka
Daerah Nomor. uraian tugasnya 05 Januari 2026 b.go.id/FQzFiSzVuK2d2anVDSCIK|
03/100.3.3/1/Tahun 2026 2010QvvQQT09
13 |SK PPK Inspektorat| Memuat penetapan PPK serta Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku hrtps://ppid.kepulauanselayarka
Daerah Nomor. uraian tugasnya 05 Januari 2026. b.go.id/FeFNiODd6ekRGZmlilemp
02/100.3.3/1/Tahun 2026 RWXITUIVEQTO9
14 |Renstra Inspektorat| . Pedoman dalam  pelaksanaan| Subbagian Perencanaan Benteng, 25 September 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku https://ppid kepulauanselayarka
b.go.id/FVINEZnNVbj)aL2dhUm0O

Daerah Tahun 2025-2029

pemerintahan dan pambangunan
oleh Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan S (lima) tahun
kedepan dalam rangka mendorong
pencapaian  visi dan  misi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar sebagaimana

2aWJwQI1RBQT0O9

tertuang dalam RPJMD Tahun
2025-2029
15 |Rencana Kerja dan Dokumen perencanaan dan Subbagian Perencanaan Benteng, 21 Agustus 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga |https://poid keoulauanselayarka
Anggaran (RKA) penganggaran yang berisi program 5 Tahun setelah masa  |b.go.id/FdTIEK3Z[2iBXSIB6ZVER
Perubahan Inspektorat den kegiatan Satuan Kerja berlaku habis MmImNWIQT09
Daerah Tahun 2025 Perangkat Dacrah yang
merupakan penjabaran dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan rencana strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan dalam satu tahun|
anggaran, scrta anggaran yang
diperlukan untuk|
melaksanakannya.




16 |Dokumen Pelaksanaan| Memuat rincian pendapatan dan Subbagian Perencanaan Benteng, 08 Oktober 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga mwbmwm
Perubahan Anggaran rincian bela.nja serta target, S Tahun setelah masa b.go.id/FUENSIVY1WTZIdFc3RW
(DPPA) Inspektorat Daerah output, indikator setiap uraian berlaku habis xpUIEUIRtZ209
Tahun 2025 subkegiatan yang  digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran

17 |Peraturan Bupati Merupakan proses sistcmatis dan Subbagian Perencanaan Benteng, 31 Oktober 2025 Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku https://ppid.kepulauanselayarka
Kepulauan Selayar Nomor berkelanjutan untuk b.go.id/FOEwAKOYyeFExVIIUTON
31 Tahun 2025 tentang mengidentifikasi, menganalisis, LUIFIQ216QT09
Pedoman Pengelolaan mengevaluasi, dan mengendalikan
Risiko di Lingkungan risiko yang dapat menghambat
Pemerintah Daerah pencapaian tujuan pembangunan

dan kinerja pemerintah daerah
Keterangan:

1)
2)

Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik




DAFTAR INFORMASI PUBLIK

B. INFORMASI SERTA MERTA
BENTUK INFORMASI
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN WAKTU DAN TEMPAT YANG TERSEDIA
INFORMASI PEMBUATAN
(Softcopy/Hardcopy)

4

5

6
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK

C. INFORMASI SETIAP SAAT
BENTUK INFORMASI
NO NAMA DOKUMEN RINGKASAN INFORMASI FENARGOUNGIAWAS FEMBUATAN] WAKTURANTSNRAT YANG TERSEDIA T S LINK DOKUMEN
RAEA PEMBUAT. (Softcopy/Hardcopy)
1 2 3 q 5 6 7 8
1 |Profil Instansi Inspektorat Memuat  Struktur  Organisasi,| Subbagian Administrasi Umum dan
Daerah Jumlah Sumber Daya, Tugas| Keuangan
Pokok dan Fungsi Organisasi,
Informasi Kegiatan Pengawasan
Inspektorat Daerah
2 |Perubahan Indikator Acuan untuk mengukur capaian Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga [https://ppid.kepulavanselayarka
Kinerja Utama (IKU) kinerja yang telah direncanakan 14 Agustus 2023 5 Tahun setelah masa  |b.go.id/FUjQxaWIKbWZkQIpFViF
Inspektorat Daerah Tahun baik dalam Rencana Strategis berlaku habis 3bkISTHBEQTO9
2024 (Renstra ) maupun Rencana Kerja (
Renja ) Tahunan serta Evaluasi
Kinerja Instansi Pemerintah
Acuan untuk mengetahui ukuran
informasi kinerja yang penting dan
deperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik dan
bertanggung jawab
3 |LHKPN Memuat Rekapan Penyelenggara) Subbagian Perencanaan Benteng, Softcopy Selama Berlaku https://ppid.kepulauanselayarka
Negara yang telah melaporkan 8 Agustus 2025 b.go.id/FZnVUaHRXWESVSmZPc3
Harta Kekayaan ke KPK hNZWpudIRYQTO9
4 |Laporan Hasil Evaluasi Memuat hasil penilaian pada 6] BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi |Makassar, 30 September 2024 | Softcopy dan Hardcopy |Seclama Berlaku Hingga |https://ppid.-kepulauanselayarka
atas Penilaian Mandiri (enam) elemen peningkatan Selatan S Tahun setelah masa |b.go.id/FUWhXZXAXOUNWNFpQ
Kapabilitas APIP Level 3 Kapabilitas APIP berlaku habis RXZ6NHNBMkc2UT09
Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Selayar
5 |Laporan Hasil Evaluasi Memuat hasil evaluasi penilaian| BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi |Makassar, 20 Desember 2024 | Softcopy dan Hardcopy |Selama Berlaku Hingga |httos://ppid.kepulauanselayarka
atas Hasil Penilaian atas penyelenggaraan SPIP Selatan S Tahun setelah masa  |b.go.id/FYUhjMzRIamkrSkxPZGdv
Mandiri Maturitas, Terintegrasi yang memenuhi berlaku habis dStioux3QT09
Penyelenggaraan SPIP karakteristik penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2024 pada 3 (tiga) komponen penilaian
pada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan
Selayar
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NO

NAMA DOKUMEN

RINGKASAN INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN
INFORMASI

WAKTU DAN TEMPAT
PEMBUATAN

BENTUK INFORMASI
YANG TERSEDIA
(Softcopy/Hardcopy)

JANGKA WAKTU
PENYIMPANAN

LINK DOKUMEN

Dokumen

2025-2029
Daerah

Rencana
Strategis (Renstra) Tahun
Inspektorat

Pedoman dalam  pelaksanaan
pemerintahan dan pambangunan
oleh Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan 5 (lima) tahun
kedepan dalam rangka mendorong
pencapaian visi dan misi
Pemerintah  Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Tahun
2021-2026

Acuan dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah

Parameter dalam mengukur
keberhasilan pelaksanaan kegiatan
Inspektorat Daerah

Subbagian Perencanaan

Benteng, 25 September 2025

Softcopy dan Hardcopy

Selama Berlaku Hingga
2 Periode Renstra
berikutnya

https: id.kepulauanselayarka

b.go.id/FUVZNWTRKkMC8rZGhObE
IFeE1tajladz09

Keterangan:

1)
2)

Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 14, 15, dan 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Page 2 0f 2




LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2026

INFORMASI KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
NO | (BERISI INFORMASI TERTENTU | DASAR H:’;‘::R;i‘;?mmm JANGKA WAKTU
YANG AKAN DIKECUALIKAN) DIBUKA DITUTUP
1 2 3 P 5 6
1 |Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Undang-Undang Nomor 14 Tahun|Penyalahgunaan dokumen negaral- Sebagai bentuk perbaikan| 60 (enam puluh) hari

APIP yang meliputi:

- Laporan Hasil Audit

- Laporan Hasil Reviu

- Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi (Monev), dan

- Informasi mengenai Tim
Pengawas (APIP Inspektorat
Daerah)

2018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik,

Pasal 17, huruf (a)

terkait keamanan dan
negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara,

BAB IV Hasil Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3);
BAB V Pengendaan Ganti Kerugian
Negara, Pasal 23 Ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pasal 23
Ayat (2)

stabilitas

atas sistem tata Kkelola
pemerintahan

- Melindungi dokumen negara




INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECULIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO | (BERISI INFORMASI TERTENTU INFORMASI JANGKA WAKTU
YANG AKAN DIKECUALIKAN) DIBUKA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
2 |Dokumen Rekapitulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun|Penyalahgunaan dokumen negara|- Sebagai bentuk perbaikan| 60 (enam puluh) hari
Rekomendasi Hasil Pengawasan 2018 tentang Keterbukaan|terkait keamanan dan stabilitas|atas sistem tata kelola
Internal APIP  (Provinsi dan Informasi Publik, negara pemerintahan
Kabupaten/Kota) dan Hasil Pasal 17, huruf (a) - Melindungi dokumen negara

Pemeriksaan BPK-RI

Undang-Undang Nomor 1S5 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara,

BAB IV Hasil Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3);
BAB V Pengendaan Ganti Kerugian
Negara, Pasal 23 Ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pasal 23
Ayat (2)




INFORMASI

DASAR HUKUM PENGECULIAN

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO | (BERISI INFORMASI TERTENTU INFORMASI JANGKA WAKTU
YANG AKAN DIKECUALIKAN) DIBUKA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
3 |Laporan/Pengaduan Masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun|Mengungkapkan identitas informan,|Sebagai bentuk perbaikan atas Tidak Terbatas

terkait Permintaan Pemeriksaan
Khusus/Audit Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara/Audit
Investigatif atas perbuatan yang
berindikasi tindak pidana korupsi

2018 tentang Keterbukaan
Informasi Publik,

Pasal 17, huruf (a)

Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Nomor
08/M.PAN-RB/06/2012 tentang
Sistem Penanganan Pengaduan
WBS, Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pasal 23
Ayat (2)

pelapor, saksi, dan/atau korban
yang mengetahui adanya tindak
pidana

sistem tata

pemerintahan

kelola




